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Abstract

This study aims to empirically prove the influence of the Sharia Supervisory Board
(DPS), the decision to go public, and the level of corruption on the soundness level
of Islamic banks in Indonesia. The research method used is a quantitative method
using secondary data. The population in this study are Islamic Commercial Banks
registered at the OJK for the 2018-2020 period, totaling 12 Islamic banks. The
sampling technique used was purposive sampling, and 36 observations were
obtained. The data analysis method used was multiple linear regression analysis
which was processed using SPSS 25. Based on the results of the study, DPS proxied
by DPS education had a negative effect on the soundness level of Islamic banks
proxied by NPF. However, DPS also has a positive effect on the soundness level of
Islamic banks which is proxied by CAR. The results of other studies indicate that
the go public policy has no effect on the soundness level of Islamic banks proxied
by NPF but has a positive effect on the soundness level of Islamic banks proxied by
CAR. In addition, the level of corruption has no effect on the soundness of Islamic
banks, either proxied by NPF or CAR.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dewan
Pengawas Syariah (DPS), keputusan go public, dan tingkat korupsi terhadap tingkat
kesehatan bank syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian
ini adalah Bank Umum Syariah yang tercatat di OJK periode 2018 — 2020 sebanyak
12 bank syariah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive
sampling, dan diperoleh 36 data pengamatan. Metode analisis data yang digunakan
adalah analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan SPSS 25.
Berdasarkan hasil penelitian, DPS yang diproksikan dengan pendidikan DPS
berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan
dengan NPF. Namun DPS juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank
syariah yang diproksikan dengan CAR. Hasil penelitian lainnya menunjukkan
bahwa kebijakan go public tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank
syariah yang diproksikan dengan NPF tetapi berpengaruh positif terhadap tingkat
kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan CAR. Selain itu, tingkat korupsi
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tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah baik yang diproksikan
dengan NPF maupun CAR.

Kata Kunci: NPF; CAR; Dewan Pengawas Syariah; Go Public; Korupsi
1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang lamban dan banyak
aktifitas ekonomi yang berhenti merupakan dampak wabah virus Corona selain dari
sisi kesehatan. Gangguan pada ekonomi karena pandemi Covid-19 bisa mendorong
kepanikan publik terhadap sistem perbankan atau yang dikenal dengan istilah bank
panic. Dalam situasi tersebut, masyarakat secara besar-besaran menarik dananya
dari bank dan dalam skala besar yang akan mempengaruhi sektor perbanakan.
Untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat, bank harus dalam
keadaan prima karena bank yang sehat yang mampu menarik nasabah agar tetap
dan atau mau menghimpun dananya kembali ke bank.

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk
melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi
semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan
perbankan yang berlaku (Santoso & Nuritomo, 2014). Idealnya Kesehatan bank
hendaknya mengalami peningkatan setiap tahunnya, sekalipun di masa pandemi
atau krisis ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dengan data Statistik Perbankan
Syariah yang dikeluarkan oleh OJK. Berikut Tabel rasio keuangan yang menjadi
indikator Kesehatan Bank Syariah yaitu rasio CAR dan NPF selama tiga tahun
terakhir.

Tabel 1.1 Statistik Perbankan Syariah

Rasio Keuangan 2018 (Des) 2019 (Des) 2020 (Des)
NPF 3.26 3.23 3.13
CAR 20.39 20.59 21.64

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Tabel 1.2 Statistik Perbankan Syariah

Bank Umum Syariah NPF NPF CAR CAR
(2019) (2020) (2019) (2020)

Bank Aceh Syariah 1.29 1.53 18.9 18.6
BJBS 3.54 5.28 14.95 24.14
Bank Syariah Bukopin 5.89 7.49 15.25 22.22
Bank BRI Syariah 5.22 3.24 25.26 19.04
Bank Syariah Mandiri 2.44 251 16.15 16.88

Sumber: Data OJK Diolah, 2022
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Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah pada Tabel 1. yang diperoleh
dari OJK rasio CAR dan NPF menunjukan mengalami peningkatan pada CAR dan
penurunan pada NPF selama wabah Covid-19 walau tidak memberi pengaruh
signifikan terhadap indikator rasio keuangan. Namun berdasarkan tabel 2. Terdapat
beberapa bank Syariah yang mengalami penurunan NPF maupun CAR selama
pandemi Covid-19. Hal itu menunjukan bahwa adanya dampak Pandemi Covid-19
terhadap Kesehatan Bank Syariah. Kenyataan tersebut menunjukan adanya masalah
pada kesehatan beberapa bank Syariah walaupun berdasarkan Statistik perbankan
syariah terdapat peningkatan kesehatan bank syariah, sehingga perlu dianalisis
lebih lanjut apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank
Syariah pada masa pandemi.

Berdasarkan (Peraturan OJK nomor 8 Tahun 2014) tentang Penilaian
Tingkat Kesehatan Bank Syariah, untuk menilai tingkat Kesehatan bank Syariah
dapat dilakukan dengan menilai beberapa hal, antara lain: Profil Risiko (Risk
Profile), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (Earning) dan
Permodalan (Capital). Salah satu faktor Good Corporate Governance (GCG) yang
mempengaruhi Kesehatan bank Syariah adalah pengawasan yang dilakukan oleh
Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian
penting dari Corporate Governance untuk mempertahankan dan mengembangkan
Bank Syariah. Peran dari DPS adalah untuk membangun dan menjaga kepercayaan
shareholders dengan memastikan bank Syariah berjalan berdasarkan prinsip-
prinsip Syariah. Prinsip Syariah mendorong organisasi untuk berperilaku jujur, adil
dan menjunjung norma-norma etika kepada semua orang yang terlibat dalam transaksi
bisnis (Hafeez, 2013).

Selain itu, Berdasarkan (Peraturan OJK nomor 8 Tahun 2014), indikator lain
yang berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah adalah modal. Salah satu
strategi yang dapat dilakukan oleh bank syariah guna memenuhi kebutuhan
modalnya adalah dengan menjual sahamnya di pasar modal dengan cara melakukan
go public atau initial public offering (IPO). Proses IPO dapat dilakukan oleh bank
syariah sebagai transformasi dari perusahaan tertutup menjadi suatu perusahaan
terbuka yang akan dikelola dengan baik, profesional, dan transparan.

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesehatan Bank Syariah adalah
tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia. Tingginya tingkat korupsi akan
menghambat pertumbuhan dan kesehatan Bank Syariah di Indonesia. Korupsi
adalah permasalahan serius yang dapat menghambat efektifitas mobilitas dan
alokasi sumber daya. Korupsi dapat didefenisikan sebagai tindakan yang tidak jujur
seseorang untuk mendapat keuntungan pribadi. Salah satu bentuk korupsi
mempengaruhi Kesehatan bank adalah dimana proyek yang efesien akan difasilitasi
lebih lanjut dengan menyuap politisi dan petugas pinjaman kredit untuk
mendapatkan persetujuan kredit (Mauro, 1997). Chen et al., (2013) menemukan
bahwa penyuapan memungkinkan perusahaan untuk menerima pinjaman yang
lebih besar dari bank. Namun Khwaja & Mian, (2005) berpendapat bahwa
perusahaan yang memiliki hubungan dengan politisi diberikan akses kredit dengan
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cepat, tetapi mereka juga memiliki bunga bawaan yang lebih tinggi. Charumilind et
al., (2006) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan dekat
dengan politisi membutuhkan lebih sedikit agunan saat mengakses kredit bank
jangka Panjang, sehingga terlalu banyak resiko bagi bank. Walaupun, sampai
dengan saat ini belum ada Bank Syariah yang bangkrut karena korupsi yang
dilakukan oleh pegawainya, melainkan yang terjadi adalah Bank Syariah yang tidak
menjalankan manajemen risiko bank (GCG) dengan baik sehingga menyebabkan
masalah pada Bank Syariah tersebut.

Ketika Tingkat korupsi di suatu negara meningkat, toleransi risiko bank
meningkat, dan pembiayaan bank dialokasikan untuk proyek-proyek yang buruk,
mengurangi kemungkinan pembayaran kembali pinjaman secara tepat waktu dan
mengakibatkan peningkatan pembiayaan bermasalah dimana hal tersebut dapat
mempengaruhi kesehatan sitem perbankan. Akibatanya, sistem perbankan menjadi
rentan (Son et al., 2020). Penelitian mengenai dampak korupsi dalam sektor
perbankan sebelumnya telah dilakukan untuk mengetahui dampak korupsi terhadap
pertumbuhan bank Syariah (Cham, 2018), profitabilitas bank Syariah (Arshad &
Rizvi, 2013; Bougatef, 2017), kesehatan bank Syariah (Bougatef, 2015), pengaruh
korupsi terhadap profitabilitas dan kesehatan bank (Yunan, 2020).

Bank Syariah wajib mamatuhi peraturan OJK nomor 8 tahun 2014 tentang
penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Peraturan
tersebut mewajibkan Bank Syariah untuk memelihara dan / atau meningkatkan
tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah,
dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Penelitian terdahulu yang meneliti mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat kesehatan Bank Syariah masih jarang. Beberapa penelitian
menyatakan bahwa korupsi mempengaruhi Kesehatan Bank Syariah dan
berpengaruh positif (Bougatef, 2015; Yunan, 2020). Dewan Pengawas Syariah
memiliki pengaruh negatif terhadap Kesehatan Bank Syariah (Khalil & Boulila
Taktak, 2020), Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap Kesehatan
Bank Syariah (Yachya, 2019). Good Corporate Governance (Damayanti &
Chaniago, 2015; Rismawati, 2018; Tobing et al., 2013), Dana Pihak Ketiga
(Sumiati, 2017; Terawati, 2017) berpengaruh positif terhadap Kesehatan Bank
Syariah. Penelitian terdahulu hanya berkonsentrasi pada salah satu faktor atau
indikator yang mempengaruhi Kesehatan Bank Syariah, masih terdapat perbedaan
hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kesehatan bank
Syariah yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, serta penelitian tentang pengaruh
kebijakan IPO yang dilakukan oleh bank syariah juga belum pernah dilakukan.

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesetabilan tingkat
Kesehatan bank Syariah selama pandemi sangat penting, maka penelitian ini
tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana Kesehatan Bank Syariah
tetap stabil dimasa pandemi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh antara Dewan
Pengawas Syariah, keputusan go public, dan tingkat korupsi terhadap kesehatan
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Bank Syariah. Sesuai dengan (Peraturan OJK nomor 8 Tahun 2014), penelitian ini
menggunakan NPF dan CAR sebagai proksi dari tingkat kesehatan Bank Syariah.

Berdasarkan fenomena dan riset gap, rumusan masalah dalam penelitian ini
antara lain: (i) Apakah terdapat pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap
tingkat Kesehatan Bank Syariah, (i) Apakah terdapat pengaruh keputusan go public
terhadap tingkat Kesehatan Bank Syariah?, (iii) Apakah terdapat pengaruh Tingkat
Korupsi terhadap tingkat Kesehatan Bank Syariah?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini antara
lain: (i) membuktikan secara empiris apakah Dewan Pengawas Syariah
berpengaruh terhadap tingkat Kesehatan Bank Syariah, (ii) membuktikan secara
empiris apakah keputusan go public berpengaruh terhadap tingkat Kesehatan Bank
Syariah, (iii) membuktikan secara empiris apakah tingkat korupsi berpengaruh
terhadap tingkat Kesehatan Bank Syariah.

Manfaat teoritis penelitian ini diharapakan dapat memberi kontribusi
kepada literatur saat ini untuk lebih memahami tentang Kesehatan bank Syariah.
Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam
menganalisis faktor yang mempengaruhi Kesehatan bank syariah dan dapat
dijadikan salah satu sumber informasi untuk penelitian selanjutnya. Manfaat Praktis
penelitian ini adalah dapat bermanfaaat untuk berbagai pihak seperti Bank Syariah
maupun nasabah bank Syariah. Bagi bank Syariah diharapkan hasil penelitian dapat
dijadikan pertimbangan dalam mempertahankan loyalitas nasabah dan masyarakat
terhadap bank Syariah. Sedangkan bagi Nasabah bank Syariah diharapkan nasabah
merasa aman menghimpun dananya di Bank Syariah setelah mengetahui kondisi
Kesehatan Bank Syariah.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kerangka Teoritis
Teori Agensi (Agent Theory)

Teori keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dan pemilik
(principal) (Jensen & Meckling, 1976). Agensi teori dalam kaitanya dengan
corporate governance mengacu pada kontradiksi anatara principal dan agent
sehubungan dengan keinginan mereka (Jensen, 1993). Principal sebagai pemilik
mengharapkan memiliki modal yang diperlukan untuk memulai bisnis tetapi
mungkin tidak memiliki cukup pengalaman dan keterampilan yang diperlukan
untuk memantau perusahaan (Farag et al., 2018). Oleh karena itu principal dapat
memperkerjakan manajer profesional untuk menjalankan perusahaan dan
mengambil keputusan yang tepat untuk perusahaan (Aduda et al., 2013; Al-Nasser
Mohammed & Muhammed, 2017). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, maka
dapat diketahui bahwa anatara pemilik (principal) dan manajer (agent) saling
mengutamakan kepentingan sendiri sehingga memunculkan agency problem.
Dewan Pengawas Syariah dalam struktur Good Corporate Governance merupakan
konsep yang didasarkan pada teori keagenan yang diharapakan bisa berfungsi
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sebagai alat untuk mengatasi masalah agensi dan memastikan agar manajer
bertindak atas nama pemegang saham (Nugroho, 2020).

Teori GONE (GONE Theory)

Dalam Teori GONE yang dikemukakan oleh Bologne G et al., (1993) faktor
penyebab terjadinya korupsi ada empat meliputi Greeds, Opportunities, Needs, dan
Exposures. Teori Faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan
kecurangan dalam teori GONE menurut Bologne G et al., (1993)sebagai berikut :
1. Greed (Keserakahan)

Merupakan keserakahan dan kerakusan yang yang dimiliki dalam diri setiap

orang.
2. Oppurtunity (Kesempatan)

Berkaitan dengan sistem yang memberi peluang untuk terjadinya korupsi.
3. Need (Kebutuhan)

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk

menunjang hidupnya tidak secara wajar, dan selalu sarat kebutuhan yang tak

pernah usali.
4. Exposes (Pengungkapan)

Berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapnya suatu kecurangan dan

beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan. Hukuman yang tidak membuat

jera semakin mendorong seseorang melakukan kecurangan.

Berdasarkan faktor pendorong tindak korupsi pada teori GONE adanya
keserakahan dan kebutuhan untuk menguntungkan diri sendiri membuat tindak
korupsi dapat terjadi dalam segala sektor serta. Penyalah gunaan kekuasaan serta
kesempatan untuk melakukan penyuapan agar mendapat kemudahan mendapatkan
pinjaman akan membuat bank melakukan kesalahan alokasi pendanaan pada suatu
proyek yang memiliki resiko pembiayaan yang tinggi mengakibatkan pembiayaan
bermasalah macet dan kurang lancar sehingga dapat menurunkan Kesehatan
finansial suatu bank.

2.2 Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Tingkat Kesehatan Bank
Syariah

Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri
informasi yang timbul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat
untuk menyelaraskan kepentingan dari berbagai pihak. Mekanisme yang dapat
dilakukan yaitu Corporate Governance. Adanya latar belakang Pendidikan Dewan
Pengawas Syariah akan meningkatkan kemampuan DPS dalam melakukan
pengawasan terhadap manajemen sehingga dapat meminimalkan risiko. Tingkat
Pendidikan diharapkan memberi pengaruh kepada tingkat pengetahuan seseorang.
Pengawas Bank Syariah membutuhkan pengetahuan mengenai hukum islam,
ekonomi, keuangan dan praktik akuntansi (Rahman & Bukair, 2013). Berdasarkan
peraturan Bank Indonesia, DPS harus memiliki kompetensi yang berhubungan
dengan dan pengalaman dibidang muamalah Syariah, perbankan, dan keuangan.
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Maka anggota DPS dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki
kemampuan mengatasi masalah risiko pembiayaan atau tingkat kesehatan bank
syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian
ini sebagai berikut:

Hla: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah
(NPF).

H1b: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah
(CAR).

Pengaruh Keputusan Go Public terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah

IPO merupakan kegiatan penawaran umum saham ke publik guna
mendapatkan dana, yang nantinya dapat digunakan untuk mendanai ekspansi
perusahaan. Sesuai dengan pernyataan Manurung (2013) yang menyatakan bahwa
pendanaan pada saham merupakan pendanaan yang memiliki risiko kecil
dibandingkan dengan pendanaan melalui penerbitan surat utang atau pinjaman.
Sehingga keputusan go public dapat dipertimbangkan sebagai sebuah alternatif
strategi untuk mengatasi permasalahan permodalan yang dihadapi oleh Bank
Syariah.

Bank Syariah yang melakukan Go Public akan memperoleh dana untuk
pengembangan, baik untuk penambahan modal kerja maupun untuk ekspansi usaha.
Perusahaan publik umumnya mampu dan mudah mengatasi berbagai kendala
pendanaan (Fauzy, 2019). Adapun hipotesis kedua dalam penelitian ini sebagai
berikut:

H2a: keputusan go public berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah (NPF).
H2b: keputusan go public berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah (CAR).

Pengaruh Tingkat Korupsi terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah
Berdasarkan Teori GONE oleh Bologne G et al., (1993) faktor pendorong
seseorang melakukan korupsi adalah Keserakahan, Kesempatan, Kebutuhan dan
Hukuman yang tidak membuat jera. Karena adanya keinginan untuk memperoleh
keuntungan pribadi dan kesempatan melakukan suap perusahan dapat memperoleh
pinjaman dengan lebih mudah. Tingkat Korupsi dapat menyebabkan kesalahan
alokasi pendanaan yang akan merusak perkembangan sektor perbankan, yang akan
menyebabkan peningkatan jumlah Non-performing Loans (Bougatef, 2015). Ketika
Tingkat korupsi di suatu negara meningkat, toleransi risiko bank meningkat, dan
pembiayaan bank dialokasikan untuk proyek-proyek yang buruk, mengurangi
kemungkinan pembayaran kembali pinjaman secara tepat waktu dan
mengakibatkan peningkatan pembiayaan bermasalah dimana hal tersebut dapat
mempengaruhi kesehatan sitem perbankan mengakibatkan sistem perbankan
menjadi rentan (Son et al., 2020). Beberapa penelitian telah dilakukan untuk
menganalisis antara korupsi dan kesehatan bank. Goel & Hasan, (2011) meneliti
pengaruh korupsi terhadap kredit bermasalah hasil penelitian mengungkapkan
semakin tinggi tingkat korupsi maka semakin banyak kredit bermasalah.
Detragiache et al., (2008) dan Son et al., (2020) mengungkapkan peningkatan pada
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Non-Performing Loans (NPL) bank dipengaruhi oleh Kkorupsi, dan secara
keseluruhan praktik korupsi merusak tingkat kesehatan bank. Selain itu, temuan-
temuan tersebut berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang menurun dapat
dipengaruhi oleh buruknya kualitas pinjaman bank melalui korupsi.

Dalam konteks bank Syariah, penelitian yang berfokus pada dampak
korupsi terhadap Kesehatan bank Syariah sangat terbatas. Dalam (Yunan, 2020)
mengungkapkan bahwa Bougatef (2015) adalah orang pertama yang meneliti secara
langsung pengaruh antara korupsi terhadap Non-performing Financing (NPF).
Bougatef (2015) mengungkapkan bahwa permasalahan penurunan pembiayaan di
bank Syariah diperparah oleh korupsi, Bougatef (2015) juga berpendapat bahwa
adanya korupsi menghambat program perbankan Syariah dalam mengentaskan
kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu hipotesis
ketiga dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3a: tingkat korupsi berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah (NPF).
H3b: tingkat korupsi berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah (CAR).

3. METODE RISET

Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank
Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan. Pemilihan Bank
Umum Syariah (BUS) dalam penelitian ini didasarkan pada skala prioritas dimana
kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia memberikan kontribusi paling besar
untuk perkembangan perekonomian nasional jika dibandingkan dengan Unit Usaha
Syariah (UUS) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode
purposive sampling yaitu pengambilan sampel sesuai kriteria yang digunakan.
Kriteria sampel tersebut antara lain: (a) Bank Umum Syariah di Indonesia yang
terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2018-2020; (b) Bank Umum
Syariah di Indonesia yang telah menerbitkan laporan tahunan periode 2018-2020;
(c) Laporan tahunan yang diterbitkan Bank Umum Syariah. Teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi
linear berganda. Data yang siap diolah akan dilakukan pengujian statistik
menggunakan program SPSS 25.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder,
yakni berupa laporan tahunan (annual report) dari Bank Umum Syariah selama
periode tahun 2018-2020. Data tersebut diperoleh dari situs masing-masing Bank
Umum Syariah. Sedangkan data mengenai kepengurusan DSN-MUI diperoleh dari
website DSN-MUI. Data Indeks Presepsi korupsi Indonesia di peroleh dari situs
Transparency International selama periode 2018-2020.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui persebaran dari
variable-variabel yang digunakan dalam penelitian. Hal tersebut dapat di lihat dari
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nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi. Hasil analisis
statistik deskriptif dapat di lihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel Minimal Maksimal Rata-rata Standar
Deviasi
NPF 0,35 7,49 3,32 1,82
CAR 12,34 49,44 23,23 9,48
Pendidikan 0,00 100,00 70,37 29,03
DPS
Go Public 0,00 1,00 0,25 0,43
CPI 37,00 40,00 38,33 1,26

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 Variabel Non-Performing Financing (NPF) menunjukan
nilai minimum sebesar 0.35% dimiliki oleh BCA Syariah pada tahun 2018.
Sementara nilai maksimum NPF sebesar 7.49% dimiliki oleh Bank Syariah
Bukopin pada periode tahun 2020. Nilai rata-rata NPF sebesar 3.23% dengan
standar deviasi 1.82. Nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasi (3.32
> 1.82) menunjukan bahwa variasi datanya baik atau rendah penyimpangan data.

Variabel Capital Adequecy Ratio (CAR) menunjukan nilai minimum sebesar
12.34% dimiliki olen PT Bank Muamalat Indonesia paada tahun 2018. Sementara
nilai maksimum CAR sebesar 49.44% dimiliki oleh PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Syariah (BTPN Syariah) pada tahun 2020. Nilai rata-rata dari CAR
sebesar 23.23% dengan standar deviasi 9.48%. Nilai rata-rata lebih besar dari
standar deviasi (23.23 > 9.48) menunjukan bahwa variasi datanya baik atau rendah
penyimpangan data.

Variabel Pendidikan DPS menunjukan nilai minimum sebesar 0% yang
dimiliki oleh PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020. Sedangkan nilai
maksimum dari Pendidikan DPS sebesar 100% salah satunya dimiliki oleh Bank
Aceh Syariah pada tahun 2018. Nilai rata-rata Pendidikan DPS sebesar 70.37%
dengan standar deviasi 9.03%. Nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi
(70.37 > 29.03) menunjukan bahwa variasi datanya baik atau rendah penyimpangan
data.

Variabel go public menunjukan nilai minimum sebesar 0,00, salah satunya
yang dimiliki oleh Bank Aceh Syariah tahun 2018. Sedangkan nilai maksimum
sebesar 1,00 salah satunya dimiliki oleh Bank BRI Syariah tahun 2018. Nilai rata-
rata go public sebesar 0,25 lebih kecil dari standar deviasi (0,25 < 043). Walaupun
nilai rata-rata lebih kecil daripada standar deviasi, namun selisihnya tidak terlalu
banyak, hanya 0,18 saja. Hal tersebut menunjukan bahwa variasi data nilai go
public cukup merata.

Variabel CPl menunjukan nilai minimum sebesar 37 pada tahun 2020.
Sedangkan nilai maksimum dari CPI sebesar 40 pada tahun 2019. Nilai rata-rata
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CPI sebesar 38.33 dengan standar deviasi 1.26. Nilai rata-rata yang lebih besar dari
standar deviasi (38.33 > 1.26) menunjukan bahwa rendah penyimpangan data atau
variasi datanya merata.

4.2 Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS 25, dapat
diketahui bahwa nilai signifikansi pada model ANOVA uji F variabel tingkat
kesehatan bank syariah baik yang diproksikan dengan NPF dan CAR masing-
masing sebesar 0,005 dan 0,000. Hal tersebut menunjukan bahwa model yang
digunakan dalam penelitian ini layak. Selain itu, Hasil pengujian hipotesis secara
parsial (uji t) pengaruh DPS, keputusan go public, dan tingkat korupsi terhadap
tingkat kesehatan bank syariah dapat di lihat pada tabel 4.2 dan 4.3 berikut ini:

Tabel 4.2. Analisis Regresi Tingkat Kesehatan Bank Syariah (NPF)

Variabel B Std. Error t Sig
Constanta 9,315 8,057 1,156 0,256
Pendidikan DPS -0,037 0,009 -3,924 0,000
Go Public 0,927 0,623 1,489 0,146
CPI -0,094 0,209 -0,452 0,654

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2. maka persamaan regresi linear tersebur sebagai berikut:
Y =9,315 - 0,037 Pendidikan DPS + 0,927 Go Public — 0,094 CPI + e

Tabel 4.3. Analisis Regresi Tingkat Kesehatan Bank Syariah (CAR)

Variabel B Std. Error t Sig
Constanta 58,992 38,800 1,520 0,138
Pendidikan DPS 0,139 0,045 3,064 0,004
Go Public 7,800 2,999 2,601 0,014
CPI -1,239 1,006 -1,232 0,227

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.3. maka persamaan regresi linear tersebur sebagai berikut:
Y = 58,992 + 0,139 Pendidikan DPS + 7,800 Go Public — 1,239 CPI + e
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Berdasarkan tabel 4.2 dan 4.3, maka dapat disimpulkan beberapa hasil
pengujian hipotesis, antara lain:

1. Nilai signifikansi Pendidikan DPS sebesar 0,000 dengan nilai Beta sebesar -
0,037. Artinya H1a diterima, yakni DPS yang diproksikan dengan pendidikan
DPS berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang
diproksikan dengan NPF.

2. Nilai signifikansi Pendidikan DPS sebesar 0,004 dengan nilai Beta sebesar
0,139 artinya H1b diterima, yakni DPS yang diproksikan dengan pendidikan
DPS berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang
diproksikan dengan CAR.

3. Nilai signifikansi go public sebesar 0,146 dengan nilai Beta sebesar 0,927.
Artinya H2a tidak diterima, yakni keputusan go public tidak berpengaruh
terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan NPF.

4. Nilai signifikansi go public sebesar 0,014 dengan nilai Beta sebesar 7,800.
Artinya H2b diterima, yakni keputusan go public berpengaruh positif terhadap
tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan CAR.

5. Nilai signifikansi CPI sebesar 0,654 dengan nilai Beta sebesar -0,094. Artinya
H3a tidak diterima, yakni tingkat korupsi tidak berpengaruh terhadap tingkat
kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan NPF.

6. Nilai signifikansi CPI sebesar 0,227 dengan nilai Beta sebesar -1,239. Artinya
H3a tidak diterima, yakni tingkat korupsi tidak berpengaruh terhadap tingkat
kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan CAR.

Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh
variabel independen yang terdiri atas Dewan Pengawas Syariah, keputusan go
public, dan tingkat korupsi terhadap variabel dependen, yaitu Tingkat Kesehatan
bank syariah yang diproksikan dengan NPF dan CAR. Berdasarkan hasil uji
koefisien determinasi, nilai Adj. R-squared analisis regresi linear berganda untuk
tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan NPF dan CAR masing-
masing sebesar 0,267 dan 0,371. Artinya, pada model regresi linear berganda 1,
Dewan Pengawas Syariah, keputusan go public, dan tingkat korupsi dapat
mempengaruhi tingkat kesehatan bank syariah sebesar 26,70%. Sisanya, sebesar
73,30% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti. Sedangkan pada model
regresi linear berganda 2, Dewan Pengawas Syariah, keputusan go public, dan
tingkat korupsi dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank syariah sebesar
37,10%. Sisanya sebesar 62,90% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti.

4.3 Pembahasan
Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kesehatan Bank Syariah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada analisis regresi linear berganda
1, Hla diterima. Artinya, Dewan Pengawas Syariah yang diproksikan dengan
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pendidikan DPS berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang
diproksikan dengan NPF. Hal tersebut sejalan dengan teori keagenan bahwa konflik
kepentingan dan asimetri informasi yang timbul dalam bank syariah dapat
dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan
kepentingan dari berbagai pihak. Mekanisme yang dapat dilakukan yaitu Corporate
Governance dengan mewajibkan bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah.
Adanya Dewan Pengawas Syariah yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi
akan meningkatkan kemampuan DPS dalam melakukan pengawasan terhadap
manajemen sehingga dapat meminimalkan risiko pembiayaan. Semakin banyak
DPS yang bergelar Ph.D atau pun Doktor akan semakin mengurangi risiko
pembiayaan sehingga tingkat kesehatan bank syariah dapat diminimalisir. DPS
dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kemampuan diri
untuk menjalankan prinsip Syariah pada oprasional bank syariah. Penelitian ini juga
mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Safiullah & Shamsuddin,
2018), (Nomran et al., 2018) yang menemukan bahwa pendidikan tinggi dapat
membuat DPS mengevaluasi secara akurat risiko yang dihadapi bank Syariah dan
memberikan arahan untuk mengembangkan internal bank syariah untuk mengatasi
risiko pembiayaan, sehingga tingkat kesehatan bank syariah dapat dijaga
kestabilannya.

Selain itu, berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada analisis regresi linear
berganda 2, H1lb juga diterima. Artinya, Dewan Pengawas Syariah yang
diproksikan dengan Pendidikan DPS berpengaruh positif terhadap tingkat
kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan CAR. Hasil ini sejalan dengan
teori keagenan yang beranggapan bahwa, dengan menempatkan DPS yang
memiliki kualifikasi pendidikan tinggi dapat membantu memberikan nasihat
kepada manajemen bank syariah untuk menjaga rasio kecukupan modal yang
dimiliki oleh bank syariah secara akurat. Hasil penelitian ini juga mendukung
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
(Nomran et al., 2018), bahwa DPS berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan
bank syariah yang diproksikan dengan CAR. Semakin tinggi kualifikasi pendidikan
DPS maka dapat membantu manajemen bank syariah untuk menjaga tingkat
kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan rasio kecukupan modal (CAR).

Pengaruh Keputusan Go Public terhadap Kesehatan Bank Syariah
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada analisis regresi linear berganda
1, H2a tidak diterima. Artinya, keputusan go public tidak berpengaruh terhadap
kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan NPF. Hasil penelitian ini tidak
sejalan dengan Manurung (2013) yang menyatakan bahwa pendanaan pada saham
merupakan pendanaan yang memiliki risiko kecil dibandingkan dengan pendanaan
melalui penerbitan surat utang atau pinjaman. Sehingga keputusan go public dapat
dipertimbangkan sebagai sebuah alternatif strategi untuk mengatasi permasalahan
permodalan yang dihadapi oleh Bank Syariah. Hasil penelitian ini juga tidak
mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fauzy, 2019) yang
menemukan bahwa perusahaan yang memutuskan untuk go public umumnya
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mudah mengatasi pendanaan atau rasio kecukupan modalnya, sehingga dapat
menjaga tingkat kesehatan bank syariah.

Berbeda dengan H2b, berdasarkan hasil pengujian hipotesis analisis regresi
linear berganda 2, H2b diterima. Artinya, keputusan go public berpengaruh positif
terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan dengan CAR. Semakin
baik keputusan go public yang dilakukan oleh bank syariah, maka akan semakin
baik rasio kecukupan modal (CAR) bank syariah. Hasil penelitian ini mendukung
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fauzy, 2019) yang menemukan bahwa
perusahaan yang memutuskan untuk go public umumnya mudah mengatasi
pendanaan atau rasio kecukupan modalnya.

Pengaruh Tingkat Korupsi terhadap Kesehatan Bank Syariah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis analisis regresi linear berganda 1 dan
2, H3a dan H3b tidak diterima. Artinya, tingkat korupsi tidak berpengaruh terhadap
tingkat kesehatan bank syariah baik yang diproksikan dengan NPF maupun CAR.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh (Bougatef,
2015). Bougatef (2015) mengemukakan bahwa korupsi berperan untuk menentukan
transaksi atau proyek yang layak untuk dibiayai, sehingga banyak pendanaan yang
terhenti karena proyek yang tidak memadai. Akibantya terdapat kekurangan
persaingan dalam perbankan Syariah. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Yunan, 2020) yang menemukan bahwa
CPI sebagai proksi tingkat korupsi, berpengaruh signifikan terhadap Kesehatan
bank Syariah (NPF) dan tidak berpengaruh terhadap CAR. Perbedaan hasil tersebut
dapat disebabkan oleh variasi sampel yang berbeda dimana penelitian Yunan,
(2020) menggunakan sampel dari 12 negara anggota OKI sedangkan pada
penelitian ini hanya dilakukan di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dipaparkan, kesimpulan dari
penelitian ini antara lain:

1. Dewan Pengawas Syariah yang diproksikan dengan Pendidikan DPS
berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan
dengan NPF.

2. Dewan Pengawas Syariah yang diproksikan dengan Pendidikan DPS
berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diproksikan
dengan CAR.

3. Keputusan go public tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah
yang diproksikan dengan NPF.

4. Keputusan go public berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank
syariah yang diproksikan dengan CAR.

5. Tingkat korupsi tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah
yang diproksikan dengan NPF.
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6. Tingkat korupsi tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah
yang diproksikan dengan CAR.

Keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada Bank Umum
Syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan.

2. Penelitian hanya fokus di Indonesia. Pada negara lain mungkin memiliki
mekanisme lain terkait peran DPS dalam menjaga tingkat kesehatan bank
syariah.

3. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi model regresi 1 dan 2, nilai
Adj. R-squared masih rendah. Masing-masing hanya sebesar 26,70% dan
37,10%. Artinya, masih banyak variabel lain yang sebenarnya dapat digunakan
untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan bank syariah.

Adapun saran penelitian ini antara lain:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian seperti
pada Unit Usaha Syariah, Bank Syariah dari negara lain, atau dapat memperluas
periode tahun penelitian.

2. Bank Umum Syariah diharapkan dapat mengoptimalkan secara efektif peran
Dewan Pengawas Syariah dengan meningkatkan kebijakan DPS untuk
meningkatan Kesehatan Perbankan Syariah di Indonesia.
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